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Dathiessa Claudia Horax (B11109276), “Kajian Sosiologi Hukum 
terhadap Keberadaan Waralaba Minimarket di Kota Makassar” (dibimbing 
oleh Musakkir selaku Pembimbing I dan Hasbir Paserangi selaku 
Pembimbing II) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keberadaan 
waralaba minimarket terhadap kehidupan sosial-ekonomi pedagang 
kelontong di Kota Makassar serta perlindungannya terhadap pedagang 
kelontong atas keberadaan waralaba minimarket di Kota Makassar. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar karena banyaknya 
waralaba minimarket yang “menjamur” akhir-akhir ini dan menjadi saingan 
bagi toko kelontong, dan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam hal ini 
konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi yang 
bertanggung jawab atas usaha yang didirikan di Kota Makassar. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. 
 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah: (1) 
Dampak negatif yang ditimbulkan oleh waralaba minimarket bagi 
pedagang kelontong yakni mengurangi pendapatan pedagang kelontong. 
Dan alasan mengapa masyarakat Kota Makassar memilih berbelanja di 
minimarket dibanding toko kelontong karena barang-barang yang dimiliki 
minimarket lebih lengkap dengan harga yang relatif lebih murah dibanding 
toko kelontong. (2) Perlindungan terhadap pedagang kelontong atas 
keberadaan waralaba minimarket di Kota Makassar belum ada upaya 
konkret karena adanya perdagangan bebas sehingga diberikan 
kesempatan bagi semua pihak dalam berusaha. Akan tetapi dalam 
rencana peraturan daerah baru akan ada pengaturan mengenai 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Negara sebagai pelaksana cita-cita bangsa 
ini didirikan demi kepentingan umum guna mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur serta dibentuklah pula suatu sistem hukum yang menjadi 
sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. 
Keberadaan Negara diharapkan dapat menjadi wadah bagi 
terciptanya suatu iklim perekonomian yang sehat dan merata di setiap 
tingkatan masyarakat. Hal ini dapat tercipta jika didukung oleh sistem 
perdagangan nasional yang efisien dan efektif.  
Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh 
persaingan, sistem usaha waralaba muncul sebagai salah satu komoditi 
usaha yang sangat menjanjikan. Usaha waralaba ini berkembang dengan 
berbagai jenis usaha yang tersebar di seluruh dunia mulai dari bisnis 
makanan cepat saji (fastfood) misalnya KFC, McDonals, PizzaHut, dan 
sebagainya. Usaha waralaba ini juga bertransformasi ke dalam bentuk 
usaha retail yang memliki tanggapan pasar yang sangat memuaskan. 
Di Indonesia sendiri perkembangan usaha waralaba ini sudah 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu sangat 
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bijaksanalah pemerintah jika dapat melakukan pengaturan terkait dengan 
usaha waralaba ini. Hal ini disebabkan karena selain bisnis waralaba ini, 
Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun 
pasar konvensional yang jika tidak diatur maka dikhawatirkan kepentingan 
pasar antara jenis usaha ini bisa saling bertabrakan dan akan 
menciptakan iklim perdagangan yang tidak sehat.  
Jenis waralaba minimarket di Kota Makassar sangatlah beragam, 
yakni Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, dan Indomaret dengan jumlah 194 
gerai pada tahun 2012. Tetapi pada tahun 2013, jenis waralaba 
minimarket bertambah dengan adanya Cirlce K . Di Kota Makassar 
terdapat ketentuan yang mengatur mengenai toko moderen dan pasar 
tradisional, yakni Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Moderen di Kota Makassar. Akan tetapi ketentuan ini tidak 
mengatur secara spesifik jarak antara pasar moderen dengan pasar 
tradisional, sehingga penempatan pasar moderen dalam hal ini minimarket 
tidak teratur dan saling berdekatan. 
Penempatan gerai waralaba minimarket yang tanpa pengaturan ini 
dikhawatirkan dapat “mematikan” pasar pedagang kelontong dan pasar 
bagi pedagang tradisional yang telah berkembang sebelum munculnya 
waralaba minimarket ini. Keberadaan waralaba minimarket ini 
dikhawatirkan dapat mengurangi jumlah pendapatan yang dapat diperoleh 
oleh pedagang kelontong maupun pedagang tradisional dibandingkan 
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sebelum munculnya minimarket ini. Hal ini tentu mengindikasikan adanya 
iklim tidak sehat yang sedang dialami oleh para pedagang kecil di Kota 
Makassar. 
Melihat dari kondisi tersebut di atas, maka dengan ini penulis ingin 
melakukan sejumlah penelitian terkait masalah waralaba di kota Makassar 
baik dari segi pengaturannya maupun bagaimana dampak yang terjadi di 
masyarakat dengan kemunculan waralaba minimarket ini terlepas dari 
apakah kehidupan sosial-ekonomi pedagang kelontong terganggu atau 
tidak dengan adanya keberadaan waralaba minimarket tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah dampak keberadaan waralaba minimarket terhadap 
kehidupan sosial-ekonomi pedagang kelontong di Kota Makassar? 
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap pedagang kelontong atas 
keberadaan waralaba minimarket di Kota Makassar?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui dampak keberadaan waralaba minimarket terhadap 
kehidupan sosial-ekonomi pedagang kelontong di Kota Makassar. 
4 
 
2. Mengetahui perlindungan terhadap pedagang kelontong atas 
keberadaan waralaba minimarket di Kota Makassar. 
 
D. KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
dan pemerintah mengenai dampak keberadaan waralaba minimarket 
terhadap kehidupan sosial-ekonomi pedagang kelontong diKota 
Makassar. 
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan kritikan 
bagi pemerintah dan penegak hukum dalam melindungi pedagang 






A. Karakteristik Sosiologi Hukum 
Pemaknaan sosiologi hukum dapat dimulai dengan menjelaskan 
terlebih dahulu makna sosiologi itu sendiri. Secara terminologi, sosiologi 
berasal dari kata social dan logos. Social dalam bahasa Inggris artinya 
hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri, dan logos yang 
artinya ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang 
mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara 
manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan 
timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.  
Soerjono Soekanto1 mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu 
tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologis bersifat empiris, 
realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif. 
Menurut Juhaya S. Pradja2, sosiologi mengkaji berbagai gejala 
sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari 
signifikansinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan 
teori yang sudah terbangun, tentang hubungan timbal balik dan sebab 
akibat (casuality) sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat 
ditemukan. 
                                                             
1
 Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 
hlm.11. 
2




Anthony Giddens3 mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin 
ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat normatif karena 
sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang 
sedang terjadi yang dapat disaksikan oleh semua orang4 sebagai ilmu 
pengetahuan murni (pure science) dan bukan merupakan ilmu 
pengetahuan terapan (applied science). 
Dalam konteks sosiologi, ada lima hal mendasar yang menjadi 
bagian terpenting sebagai disiplin ilmu, yaitu : 
a. Eksistensi masyarakat sebagai objek sosiologi; 
b. Berbagai gejala sosial dan dinamikanya; 
c. Stratifikasi dan kelas-kelas sosial; 
d. Demografi dan perkembangan masyarakat desa dan kota; 
e. Norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat. 
Selo Soemardjan5 mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu 
yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai 
perubahan yang terjadi didalamnya. Dalam kenyataan sosial yang 
dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, 
lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam 
kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama mempengaruhi 
cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi 
agama, dan sebagainya. Semua itu merupakan pekerjaan sosiologi, 
termasuk lahirnya suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan 
                                                             
3
 Beni Ahmad Saebani, Loc.cit., hal.10. 
4
 Soerjono Soekanto, op. cit., hlm.17. 
5
 Beni Ahmad Saebani, op.cit., hlm.12. 
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masyarakat, misalnya living law atau hukum yang hidup, yakni hukum 
adat. 
Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup 
suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan 
memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang 
menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu 
yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. 
Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang 
berikut berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya. 
Abdul Wahab Khalaf6 mengatakan hukum adalah tuntutan Allah 
yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut 
perintah, larangan dan kebolehan untuk mengerjakan atau untuk 
meninggalkan. 
Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang 
berlaku di dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang 
tertib, aman, dan damai. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan normatif 
tersebut diperlukan sosialisasi yang membutuhkan waktu yang cukup 
alam sehingga norma yang ada disepakati dan cukup efektif 
mengendalikan kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan 
kemapanan sosial. Gejala sosial yang muncul demi terselenggaranya 
suatu kaidah sosial merupakan kajian sosiologi hukum. Oleh karena itu, 
sosiologi hukum secara epistemologis mengkaji dua hal mendasar, yaitu : 
                                                             
6
 Lock.cit., hlm.12. 
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1) Gejala sosial dan timbal balik dalam kehidupan masyarakat yang 
melahirkan norma atau kaidah sosial untuk memagari perilaku 
manusia diluar batas, sehingga ketentuan-ketentuan dalam kaidah 
sosial itu disepakati secara turun-temurun. Dalam konteks 
tersebutlah, hukum adat atau hukum yang hidup sebagai budaya 
lokal masyarakat menjadi barometer moralitas sosial. 
2) Hukum yang berlaku sebagai produk pemerintahan, 
penyelenggara negara atau lembaga yudikatif, dan lembaga yang 
memiliki wewenang untuk itu, yang kemudian menjadi hukum 
positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam 
aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan beragama, serta hukum yang 
mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan 
kriminal atau mengatur hubungan antarindividu dalam 
keperdataan, yang dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan 
mobilitasnya dapat diperhitungkan, baik dari angka kriminalitas 
atau berkurangnya suatu tindakan pelanggaran hukum atau dari 
kualitas modus operandi dari suatu perbuatan hukum yang 
semakin cangih. Gejala sosial yang menyebabkan perlunya materi 





Roscoe Pound7 memberikan definisi hukum sebagai berikut : 
“Law in the senseof the legal order has for its subject relations of 
individual human beings with each other and the conduct of 
individuals so far as they affect other or affect the social or economic 
order. Law in the sense of the body of authoritative grounds of … 
judicial decision and administrative action has for its subject matter 
the expectation or claims or wants held or assertedby individual 
human beings or groups of human beings which affect their relations 
or determine their conduct.” 
 
Terlihat bahwa Roscoe Pound membedakan hukum dalam dua arti, 
yaitu sebagai berikut : 
1) Hukum dalam arti sebagai tata hukum yang mempunyai pokok 
bahasan : 
a) hubungan antara manusia dengan individu lainnya; dan 
b) tingkah laku individu yang mempengaruhi individu lainnya atau 
yang memengaruhi tata sosial atau tata ekonomi. 
2) Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-
putusan pengadilan dan tindakan administratif mempunyai pokok 
bahasan, yaitu harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh 
manusia sebagai individu atau pun kelompok yang memengaruhi 
hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka. 
Definisi diatas menunjukkan dengan jelas pandangan yang realistis 
dan sosiologis. Dalam definisi hukumnya, Roscoe Pound menekankan 
bahwa hukum merupakan realitas sosial. Hal itu sejalan dengan yang 
dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus dipandang 
sebagai pranata sosial. 
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Definisi Roscoe Pound relevan dengan pandangannya bahwa 
negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum merupakan sarana 
utama untuk merealisasikan tujuan itu. Pandangannya ini menitikberatkan 
tugas hukum untuk kepentingan umum karena kepentingan individu sudah 
cukup diperhatikan oleh masing-masing individu. Namun, dalam 
menunaikan tugas melindungi kepentingan umum, hukum tidak boleh 
merugikan kepentingan individu. 
Definisi hukum dari Oxford English Dictionary8 adalah : 
“Law is the body of rules, wheter formally enacted or costumary, 
which a state or community recognizes as binding on its members or 
subjects.” (Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan, 
atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat 
mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat 
terhadap warganya). 
 
Menurut Achmad Ali9, definisi hukum adalah : 
“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyrakat 
sendiri maupun dari sumber yang lain yang diakui berlakunya oleh 
otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar 
diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) 
dalam hidupnya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 
kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang 
sifatnya eksternal.” 
 
Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah 
menurut Achmad Ali adalah : 
a) harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu 
sistem; 







b) perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh warga masyarakat; 
c) berlaku bagi manusia sebagai masyarakat dan bukan manusia 
sebagai individu; 
d) kaidah itu bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari 
sumber lain, seperti otoritas negara atau pun dari tuhan (hukum 
agama); 
e) kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh masyarakat 
(sebagai satu kesatuan) di dalam kehidupan mereka, yakni sebagai 
living law; dan 
f) harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum 
tersebut, di mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi. 
 
Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan 
secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum, Secara terminologis yang 
dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai 
bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-
undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan 
manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, 
dan perilaku atau tungkah pola lainnya yang berhubungan dengan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sosiologi hukum 
lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di 
masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab 
lainnya hukum di masyarakat. 
Menurut Soerjono Soekanto10, kaidah-kaidah hukum yang dibentuk 
akibat adanya gejala sosial dapat menjadi hukum yang tertulis atau tidak 
tertulis. Hukum atau peraturan yang tertulis dapat berbentuk undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, instruksi presiden, 
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dan sebagainya, sedangkan peraturan yang tidak tertulis merupakan 
perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional-normatif, seperti hukum 
adat. Sepanjang hukum tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial 
yang befungsi terhadap mekanisme dan tata cara masyarakat bertingkah 
pola maka sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari secara 
mendalam. 
Secara ontologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang 
mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Secara 
epistemologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji 
kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang 
menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi 
dan berasosiasi. Pengaruh munculnya konflik akibat terhambatnya 
interaksi sosial dan disosiasi. Secara ontologis, pengkajian terhadap 
masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan 
perasaan hidup yang aman, damai, tentram, makmur, dan sejahtera. 
Dari pemikiran tersebut, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu 
sosial atau sosiologi. Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma, 
dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati 
sebagai hukum. Materi dari hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis adalah berupa perintah atau larangan yang 
dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya. 
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Ramdini Wahyu11, menyebutkan sebagai ruang lingkup sosiologi 
hukum yang dbagi ke dalam beberapa hal-hal, yakni: 
1) proses pembentukan hukum di lembaga legislatif; 
2) proses penyelesaian hukum di institusi hukum, yakni kepolisian, 
kejaksaan, dan pengadilan; 
3) penetapan hukum oleh pengadilan; dan 
4) tingkah laku masyarakat dan aparat hukum. 
 
Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum 
adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan 
kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan 
hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di 
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap 
hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat. 
Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang 
berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Keluasannya 
disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang menguras kehidupan sosial, 
bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu mempertahankan 
kebenaran hitam diatas putih. 
Untuk lebih memahami karakteristik kajian sosiologis di bidang 
hukum, Bapak Ilmu Hukum Sosiologis Amerika Serikat, Roscoe Pound12 
mengemukakan bahwa : 
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“The main problem to which sociological yurist are adressing 
themselves today is to enable and to compel law making, and also 
interpretation and application of legal rules, to make more account, 
and more intelligent account, of the social facts upon which law must 
proceed and to which it is to be applied…” 
 
Jadi, Roscoe Pound memandang bahwa problem yang utama 
dewasa ini menjadi perhatian utama para yuris sosiologis adalah untuk 
memungkinkan dan untuk mendorong perbuatan hukum, dan juga untuk 
menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat 
lebih berharganya fakta-fakta  sosial dimana hukum harus berjalan dan 
untuk mana hukum itu diterapkan13. 
Lebih lanjut, Roscoe Pound mengemukakan bahwa : 
More specifically, they insist upon six items : 
1) The first is the study of the actual social effects of legal institutions and 
legal doctrines. 
2) The sociological study in connection with the legal study in preparation 
for legislation. The accepted scientific method has been to study other 
legislation analytically. Comparative legislation has been taken to be the 
best foundation for wise law-making. But it is not enough to compare 
the laws themselves. It is more important to study their social operation 
and the effects which they produce, if any, then put in action. 
3) The study of them means of making legal rules effective. This has been 
neglectedalmost entirely in the past. We have studied the making of law 
sedulously. Almost the whole energy of our judicial system is employed 
in working out a consistent, logical, minutely precise body of precedent. 
But the life of the law is in its enforcement. Serious scientific study of 
how to make our huge annual output of legislation and judicial 
interpretation effective is imperative. 
4) A means toward the end last considered is legal history, hat is, study 
not merely of how doctrines have evolved and developed, considered 
solely as jural materials, but of what social effects the doctrines of the 
law have produced in the past and how they have produced them. 
(Instead) it is to show us how the law of the past grew out of social, 
economic and psychological conditions, how it accorded with 
accomodated itself to them, and how far we can proceed upon that law 
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as a basis, or in disregard of it, with well-grounded expectations of 
producing the results desired. 
5) Another items is the importance of reasonable and just solutions of 
individual causes, too often sacrificed in the immediate past to the 
attempt to bring about an imposible degree of certainly. In general 
sociological yurist stand for what has been called equitable application 
of law; that is they conceive the legal rule as a general guide to the 
judge, leading him toward the just result, but insist that within wide limits 
he should be free to deal with the individual case, so as to meet the 
demands of justice between the parties and accord with the general 
reason of ordinary men. 
6) Finally, the end, toward which the foregoing points are but some of the 
means, is to make effort more effective in achieving the purposes of the 
law.” 
 
Tampak bahwa Roscoe Pound14 memperhatikan pertama-tama 
terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari institusi-institusi 
hukum maupun doktrin-doktrin hukum. 
Kemudian bahwa studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum 
dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains 
untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan 
perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara 
pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-
undang itu satu sama lain, sebab yang merupakan hal yang lebih penting 
adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-
undangan tersebut serta efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-
undangan itu. 
Titik berat berikut dari perhatian Pound adalah bahwa studi para 
sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi 
efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhan di masa silam. 
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Menurut Roscoe Pound, kita telah mempelajari pembuatan hukum 
dengan sangat rajin. Hampir seluruh energi dari sistem peradilan kita 
digunakan mencoba suatu konsistensi, logika, dengan sangat saksama 
terhadap ‘body of precedent’ (kumpulan putusan pengadilan), tetapi 
kehidupan hukum ada didalam pelaksanaannya. Studi sains yang serius 
tentang bagaimana membuat agar sebanyak-banyaknya dari buku 
tahunan kita yang merupakan hasil perundang-undangan dan interpretasi 
pengadilan itu efektif. 
Bagi Roscoe Pound, yang juga penting adalah bukan semata-mata 
studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi 
apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa 
silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu mnunjukkan 
kepada kita, bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi-
kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. 
Selanjutnya, yang perlu diketahui adalah bahwa para sosiolog 
hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut 
(equitable application of law), yaitu memahami aturan hukum sebagai 
penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan 
yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus 
yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan 
antara kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari 
orang-orang pada umumnya. 
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Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum. 
Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa 
yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo15 bahwa : 
“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam 
kitab ujian ini dengan saksama, orang hanya dapat melakukan 
melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini 
bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan 
mengarahkan pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. Kehadiran 
hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal 
penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-
pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal 
bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya 
dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai 
istilah „sebab-sebab sosial‟, maka sebab-sebab yang demikian itu 
hendak ditemukan, baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, 
ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain”. 
 
Penting pula mengetahui apa yang dikemukakan oleh Soentandyo 
Wignjosoebroto16 bahwa : 
“… ilmu hukumpun dapat dibedakan ke dalam dua spesialisasi ini. Di 
satu pihak, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu skin-in 
system (studi mengenai law in books), sedangkan di pihak lain 
hukuman dapat dipelajari dan diteliti sebagai skin-out system (studi 
mengenai law in action). Di dalam studi ini, hukum tidak 
dikenspesikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan 
tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan 
dengan variable-variabel sosial yang lain”. 
 
Secara garis besar, dapat diketahui objek utama kajian sosiologi 
hukum sebagai berikut17 : 
a) Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black 
(1976: 2-4) sebagai government social control. Dalam kaitan ini 
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat norma 
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khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang 
sebagai dasar rujukan yang digunakan pemerintah di saat 
pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku 
warganya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh 
karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya 
dengan pengendalian sosial dan sanksi internal, yaitu sanksi yang 
dipaksakan oleh pemerintah melalui alat negara. 
b) Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi 
hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses 
yang berusaha membentuk warga masyarkat sebagai makhluk sosial 
yang menyadari eksistensi berbagai norma sosial yang ada di 
masyrakatnya, mencakup norma hukum, norma moral, norma agama 
dan norma sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut 
diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu, 
maka tampaknya sosiologi hukum cenderung memandang 
sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi 
prakondisi sehinga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
c) Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu 
diketahui bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi 
hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti dalam konsep Hans 
Kelsen dengan grundnorm teorinya, melainkan stratifikasi yang 
dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini 
dibahas tentang bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu 
terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. 
d) Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan. Dalam hal ini mencakup 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat, serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. 
 
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum 
dari sisinya yang demikian itu. Berikut ini disampaikan beberapa 
karakteristik studi hukum secara sosiologi : 
1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 
praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan ke 
dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, 
maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada 
masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum 
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berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar 
belakangnya dan sebagainya. Tujuan untuk memberikan penjelasan 
ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum 
“tradisional”, yaitu yang bersifat perspektif, yang hanya berkisar pada 
apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. 
Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu 
sebagai suatu interpretative understanding, yaitu dengan cara 
menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku 
orang dalam bidang hukum. Oleh Weber, tingkah laku ini 
mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Dengan demikian 
sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak 
dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat 
internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku hukum, maka 
sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai 
dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya sama-sama 
merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. 
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris (empirical 
validiity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan 
yang bersifat khas disini adalah “Bagaimanakah dalam 
kenyataannya peraturan itu? Apakah kenyataan memang seperti 
tertera pada bunyi peraturan?” Perbedaan yang besar antara 
pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologi 
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adalah bahwa yang pertama menerima apa saja yang tertera pada 
peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya 
dengan data (empiris). 
 
Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum 
sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai 
yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama adalah hanyalah 
pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. 
Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-
olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang 
menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, 
bahwa sosiologi hukum  tidak memberikan penilaian melainkan mendekati 
hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan memberikan 
penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata18. 
Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana 
hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum 
menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang 
berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan 
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B. Teori Keadilan 
Konsep tentang keadilan merupakan konsep abstrak dan bersifat 
subjektif, sesuai nilai yang dianut oleh masing-masing individu dan 
masyarakat.  
Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental 
terhadap pemerintah dimana hukum tidak mungkin dipisahkan dari 
keberadaan suatu pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Donald 
Black19, “Hukum adalah pengendalian sosial oleh pemerintah”. Tidak 
semua aturan hukum dibuat oleh pemerintah (dalam arti luas yang 
mencakupi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi suatu 
aturan barulah dapat dikatakan aturan hukum jika berlakunya 
memperoleh legitimasi oleh suatu pemerintah. 
Jeremy Bentham (1748-1832)20 adalah seorang filsuf, ekonom, 
yuris dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menenun 
dari benang „prinsip kegunaan‟ (utilitas) menjadi permadani doktrin etika 
dan ilmu hukum yang luas, dan yang dikenal sebagai „utilitarianism‟ 
atau mazhab utilistis. Jeremy Bentham terkenal dengan motonya, 
bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness 
of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk banyak 
orang), dimana adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi 
manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. 
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Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. 
Karena adanya kritik-kritik tersebut, maka seorang guru besar 
Universitas Harvard, yaitu John Rawls21, mengembangkan sebuah 
teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh 
utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilistis ini dapat dinamakan 
sebagai teori Rawls atau teori justice as fairness (keadilan sebagai 
kelayakan), dimana prinsip keadilan yang paling fair itulah yang harus 
dipedomani. 
Semua teori keadilan merupakan teori tentang cara untuk 
menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga 
masyarakat. Menurut konsep keadilan utilistis, cara yang adil 
mempersatukan kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda ialah 
dengan cara selalu memperbesar kebahagiaan. Sedangkan menurut 
Rawls, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan 
yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan 
tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan 
itu sendiri. 
Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang 
pertama dinamakan prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap 
orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sepanjang ia tidak 
menyakiti orang lain. Menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus 
diberi kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan 
                                                             
21 ibid., hlm.274. 
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berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan 
tanpa alasan dan sebagainya. Prinsip keadilan yang kedua adalah 
bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh 
masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. 
Dalam hal ini, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak ada 
kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. 
Bagi Rawls, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mau 
bekerja sama diantara sesamanya. Penerimaan teori Rawls tentang 
justice as fairness membawa orang untuk memilih demokrasi yang 
berkonstitusi. 
Menurut Lawrence Friedman22, keadilan diartikan sebagaimana 
hukum memperlakukan masyarakat dan bagaimana hukum 
mendistribusikan keuntungan dan biaya. Menurut Friedman, hukum 
merupakan suatu produk tuntutan sosial dimana individu atau kelompok 
yang mempunyai kepentingan tidaklah serta merta berpaling kepada 
pranata hukum untuk mendesakkan tuntutan mereka. 
Richard A. Posner23 mengemukakan dua pengertian keadilan, 
yaitu keadilan dan efisiensi. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, 
keadilan dikaitkan dengan keadilan distributif, yaitu adanya 
ketidaksamaan pendapatan manusia didasarkan atas prinsip 
proporsionalitas. Sedangkan mengenai efisiensi, Posner 
mengemukakan bahwa dalam dunia yang langka sumber daya, 
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 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, hlm.131. 
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 ibid., hlm.137. 
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pemborosan merupakan suatu perbuatan tidak bermoral. Posner 
mengakui bahwa pengertian keadilan lebih dari sekedar berkaitan 
dengan efisiensi.  
Posner menambahkan bahwa sudut pandang ekonomi dapat 
memberikan klarifikasi nilai dengan menunjukkan apa yang harus 
dikorbankan untuk mencapai suatu cita keadilan yang tidak bersifat 
ekonomis sehingga tuntutan akan keadilan tidak bebas dari biaya. 
Penulis sependapat dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh 
Rawls, yang mengatakan bahwa keadilan harus memberikan 
keseimbangan bagi masyarakat tanpa adanya perhatian istimewa, 
sehingga diantara masyarakat tidak ada yang dirugikan melainkan 
saling menguntungkan satu dengan yang lain. 
 
C. Waralaba Minimarket 
1. Sejarah Waralaba 
Waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh 
Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan 
distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, 
namun dialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis 
waralaba ini di Amerika Serikat. Kemudian, caranya ini diikuti oleh 
pewaralaba lain yang lebih sukses, John S. Pemberton, pendiri Coca 
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Cola24. Namun, menurut sumber lain, yang mengikuti Singer kemudian 
bukanlah Coca Cola, melainkan sebuah industri otomotif AS, General 
Motors Industry 189825. Contoh lain di AS salah sebuah telegraf, yang 
telah dioperasikan oleh berbagai perusahaan jalan kereta api, tetapi 
dikendalikan oleh Western Union26 serta persetujuan eksklusif antar 
pabrikan mobil dengan penjual27. 
Selain itu, waralaba saat ini lebih didominasi oleh rumah makan 
siap saji28. Kecenderungan ini dimulai pada tahun 1919 ketika A&W 
Root Beer membuka restoran cepat sajinya. Pada tahun 1935, Howard 
Deering Johnson bekerja sama dengan Reginald Sprague untuk 
memonopoli usaha restoran modern. Gagasan mereka adalah 
membiarkan rekanan mereka untuk mandiri menggunakan nama yang 
sama, makanan, persediaan, logo bahkan membangun desain sebagai 
pertukaran dengan suatu pembayaran. Dalam perkembangannya, 
sistem bisnis ini mengalami berbagai penyempurnaan terutama di 
tahun 1950-an yang kemudian dikenal menjadi waralaba sebagai 
format bisnis (business format) atau sering pula disebut sebagai 
waralaba generasi kedua. 
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Perkembangan sistem waralaba yang demikian begitu pesat 
terutama di negara asalnya, Amerika Serikat, menyebabkan waralaba 
digemari sebagai suatu sistem bisnis diberbagai bidang usaha, 
mencapai 35 persen dari keseluruhan usaha ritel yang ada di AS. 
Sedangkan di Inggris, berkembangnya waralaba dirintis oleh J. Lyons 
melalui usahanya Wimpy and Golden Egg, pada tahun 1960-an.  Bisnis 
waralaba tidak mengenal diskriminasi. Pemilik waralaba (franchisor) 
dalam menyeleksi calon mitra usahanya berpedoman pada keuntungan 
bersama. Kategori waralaba berbeda-beda, antara lain: franchise dalam 
bentuk makanan, pendidikan dan lain-lain yang berkembang di 
Indonesia saat ini. 
 
2. Perkembangan Waralaba di Indonesia 
Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, 
yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian 
lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu 
dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus, yaitu franchisee tidak 
sekedar menjadi penyalur, namun juga memperoleh hak untuk 
memproduksi produknya29. Agar waralaba dapat berkembang dengan 
pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah 
kepastian hukum yang mengikat baik bagi pemberi waralaba 
(franchisor) maupun penerima (franchise), karenanya kita dapat melihat 
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bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba 
berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang.  
Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia 
dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. 
PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba ini  telah dicabut dan diganti 
dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Selanjutnya 
ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam 
format bisnis waralaba adalah sebagai berikut: 
a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 
259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata 
Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. 
b) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 
c) Peraturan Menteri Perdagangan  RI No. 68/M-DAG/PER/10/2012 
tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Moderen. 
 
Saat ini kepastian hukum untuk berusaha dengan format waralaba 
jauh lebuh baik daripada sebelum tahun 1997. Hal ini terlihat dari 
semakin banyaknya payung hukum yang dapat melindungi bisnis 
waralaba tersebut. Perkembangan waralaba di Indonesia, khususnya 
dibidang rumah makan siap saji sangat pesat. Hal ini dimungkinkan 
karena para pengusaha kita yang berkedudukan sebagai penerima 
waralaba (franchise) diwajibkan mengembangkan bisnisnya melalui 
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master franchise yang diterimanya dengan cara mencari atau menunjuk 
penerima waralaba lanjutan. Dengan mempergunakan sistem piramida 
atau sistem sel, suatu jaringan format bisnis waralaba akan terus 
berkembang.  
Di Indonesia, waralaba yang berkembang pesat dan masih sangat 
menguntungkan adalah: 
a) Waralaba dibidang makanan, misalnya Wong Solo, Sapo Oriental, 
CFC, Hip Hop, Red Crispy, Papa Rons, dan merek-merek lainnya. 
b) Waralaba berbentuk retail mini outlet, misalnya Indomaret, Yomart, 
AlfaMart, Circle K yang banyak menyebar ke pelosok kampung dan 
permukiman padat penduduk. 
c) Waralaba dibidang Telematika atau Information & Communication 
Technology, yang mulai diminati dengan berkembangnya beberapa 
bidang waralaba seperti distribusi tinta printer refill/cartridge (Inke, 
X4Print, Veneta dan lain-lain), pendidikan computer (Widyaloka, 
Binus), distribusi peralatan computer (Micronics Distribution), 
Warnet/NetCafe (Multiplus, Java NetCafe, Net Ezy), Kantor 
Konsultan Solusi JSI, dan lain sebagainya. 
d) Waralaba dibidang pendidikan, misalnya Science Buddies, ITutorNet, 
Primagama, Sinotif, dan yang lebih menarik lagi tedapat Sekolah 
Robot (Robota Robotics School), taman bermain (SuperKids) dan 
taman kanak-kanak (FastractKids, Kids2Success, Town for Kids), 
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Pendidikan Bahasa Inggris (English First, ILP, Direct English) dan 
lain sebagainya. 
Perkembangan merek dan waralaba dalam negeri berkembang 
cukup pesat dan pada pameran-pameran franchise di tanah air terlihat 
banyak merek-merek nasional Indonesia bersaing dengan merek global 
dan regional. 
Ada beberapa asosiasi waralaba di Indonesia antara lain 
APWINDO (Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia), WALI (Waralaba 
& License Indonesia), AFI (Asosiasi Franchise Indonesia). Ada pula 
beberapa konsultan waralaba di Indonesia antara lain IFBM, The 
Bridge, Hans Consulting, FT Consulting, Ben WarG Consulting, JSI dan 
lain-lain. Beberapa pameran waralaba di Indonesia yang secara berkala 
mengadakan roadshow diberbagai daerah dan jangkauannya nasional 
antara lain International Franchise and Business Concept Expo 
(Dyandra), Frachise License Expo (Panorama Convex), Info Franchise 
Expo (Neo dan Majalah Franchise Indonesia). 
Pertumbuhan retail di Indonesia tercermin dengan pesatnya 
pertumbuhan minimarket sebagai salah satu pasar modern dan retail di 
Indonesia. Pada kurun waktu 2002-2006, minimarket tumbuh rata-rata 
29% per tahun. Gerai-gerai minimarket yang tadinya hanya berjumlah 
ratusan di tahun 2002 melonjak menjadi ribuan di tahun 2006. Hal ini 
jelas terlihat dengan bermunculannya gerai-gerai mini market dalam 
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radius setidaknya 500 meter dan kini telah memasuki pemukiman-
pemukiman padat bahkan kompleks-kompleks perumahan. 
 
3. Pengertian Waralaba 
Dalam Black’s Law Dictionary yang juga diakui dalam Kamus 
Istilah Keuangan dan Investasi karya John Downes dan Jordan Elliot 
Goodman30, Franchise atau Waralaba diartikan sebagai: 
“Suatu hak khusus yang diberikan kepada dealer oleh suatu 
usaha manufaktur atau organisasi jasa waralaba, untuk menjual 
produk atau jasa pemilik waralaba di suatu wilayah tertentu, 
dengan atau tanpa eksklusivitas. Pengaturan seperti itu kadang 
kala diresmikan dalam suatu Franchise Agreement (perjanjian hak 
kelola), yang merupakan kontrak antara pemilik hak kelola dan 
pemegang hak kelola. Kontrak menggariskan bahwa yang 
disebutkan pertama dapat menawarkan konsultasi, bantuan 
promosional, pembiayaan dan manfaat lain dalam pertukaran 
dengan suatu persentase dari penjualan atau laba.Bisnis dimiliki 
pemegang hak kelola yang biasanya harus memenuhi suatu 
persyaratan investasi tunai awal.” 
 
 
Pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian 
lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada 
umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk 
mempergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode 
pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang telah ditentukan 
oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar 
maupun diabaikan oleh penerima lisensi. 
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Demikianlah dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 
tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba dikatakan bahwa: 
“Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan 
hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas 
kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang 
dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan 
dan atau penjualan barang dan atau jasa.” (PASAL 1 ANGKA 1) 
 
Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tanggal 23 
Juli 2007 tentang Waralaba dikatakan bahwa: 
“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 
perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan 
ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa 
yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau 
digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.” 
(PASAL 1 ANGKA 1) 
 
Badan Usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada 
pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas 
kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki 
disebut dengan Pemberi Waralaba (franchisor), sedangkan badan 
usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan 
atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau 
ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba disebut dengan Penerima 
Waralaba (franchisee). 
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 juga mengakui adanya 
dua bentuk waralaba, yaitu: 
a. waralaba dalam bentuk lisensi merek dagang atau produk; 




4. Dasar Hukum Waralaba 
Sebagai suatu perjanjian, waralaba tunduk pada ketentuan umum 
yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam 
Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Selain itu, secara khusus pengaturan mengenai waralaba di 
Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 
Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba yang telah dicabut 
dengan dikeluarkannya peraturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 
Tentang Waralaba, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha 
Waralaba, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 
31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, serta 
Peraturan Menteri Perdagangan  RI No. 68/M-DAG/PER/10/2012 
tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Moderen.  
 
5. Pengertian Minimarket 
Minimarket digolongkan sebagai pasar/toko moderen, sehingga 
dalam hal ini pengertian minimarket dipersamakan dengan pengertian 
pasar/toko moderen. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 
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2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Moderen dikatakan bahwa : 
”Toko moderen adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 
Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket 
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”. (PASAL 1 ANGKA 5) 
 
 
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Moderen di Kota Makassar  dikatakan bahwa : 
“Pasar Moderen adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa 
Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping Centre 
serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara 
moderen, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja 
dengan manajemen berada di satu tangan, yang bermodal relatif 




Minimarket adalah semacam “toko kelontong” atau yang menjual 
segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan 
sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, 
minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil 
sendiri barang yang dibutuhkan dari rak-rak dagangan dan membayar 
di kasir. 31 
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Menurut Hendri Ma’ruf (2006:74)32pengertian minimarket adalah:  
“Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang 
berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk 
sehingga dapat mengungguli toko atau warung.” 
 
Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-
hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu 
penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan 
daya tarik pada minimarket. Tata letak minimarket dapat mempengaruhi 
sirkulasi kembali untuk berbelanja. Kadang-kadang suasana yang 
nyaman bersih dan segar lebih diutamakan dari pada hanya sekedar 
harga rendah yang belum tentu dapat menjamin kelangsungan hidup 
dari minimarket tersebut.  
 
6. Mekanisme/Transaksi Waralaba 
Waralaba adalah suatu pengaturan bisnis dimana pemberi 
waralaba (franchisor) memberi hak kepada penerima waralaba 
(franchisee) untuk menjual produk atau jasa perusahaan franchisor 
tersebut dengan peraturan yang ditetapkan oleh franchisor. Franchisee 
menggunakan nama, goodwill, produk dan jasa, prosedur pemasaran, 
keahlian, sistem prosedur operasional, dan fasilitas penunjang dari 
perusahaan franchisor. Sebagai imbalannya, franchisee membayar 
initial fee dan royalty (biaya pelayanan manajemen) pada perusahaan 
franchisor seperti yang diatur dalam perjanjian waralaba.  
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Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 
Tentang Waralaba, ada enam syarat yang harus dimiliki suatu usaha 
apabila ingin diwaralabakan, yaitu : 
1) Memiliki ciri khas usaha 
Suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang 
tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis, 
dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. 
Misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau 
penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik 
khusus dari pemberi waralaba. 
2) Terbukti sudah memberikan keuntungan 
Menunjuk pada pengalaman pemberi waralaba yang telah 
dimiliki kurang dari 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat 
bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan 
usahanya, dan terbukti dengan masih bertahan dan 
berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan. 
3) Memiliki standar atas pelayanan barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan yang dibuat secara tertulis 
Usaha tersebut sangat membutuhkan standar secara tertulis 
supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam 





4) Mudah diajarkan dan diaplikasikan 
Mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba  yang belum 
memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai usaha sejenis 
dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan 
operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang 
diberikan oleh pemberi waralaba. 
5) Adanya dukungan yang berkesinambungan 
Dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba 
secara terus-menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan 
dan promosi. 
6) Hak kekayaan Intelektual yang telah terdaftar 
Hak kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti, 
merek, hak cipta atau paten atau lisensi dan/atau rahasia dagang 
sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam 
proses pendaftaran di instansi yang berwenang. 
 
Dalam sistem waralaba ada biaya-biaya normal yang dikeluarkan 
sebagai berikut :33 
a. Royalty 
Pembayaran oleh pihak penerima waralaba kepada pihak 
pemberi waralaba sebagai imbalan dari pemakaian hak franchise. 
Walaupun tidak tertutup kemungkinan pembayaran royalty pada 
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suatu waktu dalam jumlah tertentu tertentu yang sebelumnya tidak 
diketahui. 
b. Franchise Fee 
Yang dimaksud franchise fee adalah biaya pembelian hak 
waralaba yang dikeluarkan oleh pemberi waralaba setelah 
dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima 
waralaba sesuai kriteria pemberi waralaba. Umumnya franchise 
fee dibayarkan hanya satu kali saja dan akan dikembalikan oleh 
pemberi waralaba kepada penerima waralaba dalam bentuk 
fasilitas pelatihan awal. Penerima waralaba dalam hal ini 
menerima hak untuk berdagang di bawah nama dan sistem yang 
sama, pelatihan, serta berbagai keuntungan lainnya. 
c. Direct Expenses 
Biaya langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan 
pengembangan bisnis waralaba. Misalnya terhadap biaya 
pemondokan pihak yang akan menjadi pelatih  dan feenya, biaya 
pelatihan dan biaya pada saat pembukaan. 
d. Biaya Sewa 
Ada beberapa pemberi waralaba yang menyediakan tempat 
bisnis, maka dalam hal demikian pihak penerima walaraba harus 





e. Marketing dan Advertising Fees 
Penerima waralaba ikut menanggung biaya dengan 
menghitungnya, baik secara presentase dari omset penjualan 
ataupun jika ada marketing atau iklan tertentu.  
f. Assignment Fees 
Biaya yang harus dibayar oleh penerima waralaba kepada 
pemberi waralaba jika pihak penerima waralaba mengalihkan 
bisnisnya kepada pihak lain, termasuk bisnis yang merupakan 
objek waralaba. Pihak pemberi waralaba menggunakan biaya 
tersebut untuk kepentingan persiapan pembuatan perjanjian 
penyerahan, pelatihan pemegang waralaba yang baru dan 
sebagainya. 
 
D. Pedagang Kelontong 
Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, 
memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk 
memperoleh suatu keuntungan34.  
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Moderen di Kota Makassar  dikatakan bahwa : 
“Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk 
menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya 
satu penjual.” 
                                                             
34





Toko kelontong adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah 
diakses umum atau bersifat lokal. Toko kelontong sering ditemukan di 
lokasi perumahan padat  di perkotaan. Kebanyakan toko kelontong masih 
bersifat tradisional dan konvensional, dimana pembeli tidak bisa 
mengambil barangnya sendiri, karena rak toko yang belum moderen dan 
menjadi pembatas antara penjual dan pembeli.35 
Toko kelontong yaitu toko yang menyediakan kebutuhan rumah 
tangga, seperti sembilan bahan pokok (sembako), makanan, dan barang 
rumah tangga. Toko kelontong ditemukan berdampingan dengan pemilik 
Rumah yang tidak jauh dengan masyarakat seperti perkampungan, 
perumahan dan yang sering ditemui di dalam gang.36 
                                                             
35http://id.wikipedia.org/wiki/Toko_kelontong diakses pada tanggal 19 Maret pukul 
22.13 WITA. 
36
http://kamus.sabda.org/kamus/warung/2011/6/24 diakses pada tangal 8 Februari 






A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan 
permasalahan yang akan penulis teliti pada penyusunan skripsi ini, 
penulis akan melakukan penelitian pada Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, selaku instansi yang mengeluarkan Surat Izin Usaha Toko 
Moderen, penulis juga akan melakukan penelitian pada pedagang 
kelontong yang terletak di sekitar minimarket dan masyarakat setempat 
mengenai keberadaan waralaba minimarket yang terdapat di Kota 
Makassar.  
Penulis melakukan penelitian di Kota Makassar karena banyaknya 
waralaba minimarket yang akhir-akhir ini “menjamur” di Kota Makassar, 
seperti Alfamart, Indomaret, dan Circle K.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
setelah melakukan wawancara dan observasi dengan pihak-pihak 
serta objek yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. 
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2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
(Library Research) berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-
buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, 
peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui 
penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field 
research). 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), 
penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, surat kabar, internet, 
majalah atau peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang diteliti, serta data yang diperoleh dari 
kantor/daerah yang terkait. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research), penulis 
menempuh dua cara, yaitu : 
a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya 
jawab yang secara langsung kepada responden dan 
narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara baik 
kepada pihak anggota Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
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beberapa pedagang kelontongan di sekitar minimarket, dan 
masyarakat setempat. 
b. Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan interaksi langsung dengan objek yang akan diteliti, 
dalam hal ini memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
 
D. Teknik Analisa Data 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena 
penelitian yang dilakukan ingin mempelajari masalah-masalah dalam 
suatu masyarakat, juga hubungan antar fenomena, dan membuat 
gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada. 
Datanya kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif 
adalah data yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu fakta yang 
terjadi, sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dampak Keberadaan Waralaba Minimarket Terhadap Kehidupan 
Sosial-Ekonomi Pedagang Kelontong di Kota Makassar 
Maraknya Waralaba Minimarket di Kota Makassar saat ini 
mempunyai dampak negatif bagi pedagang kelontong di sekitar 
minimarket tersebut. 
Sebelum melangkah lebih jauh, penulis akan menguraikan jenis 
waralaba minimarket di Kota Makassar sebagaimana tertera dibawah 
ini : 




















    - 
Jumlah 194 100 % 
Tabel 1: Jenis Waralaba Minimarket di Kota Makassar (Sumber : Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan tahun 2012) 
 
Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan tahun 2012 yang menunjukkan jenis waralaba 
minimarket Indomaret dengan persentase tertinggi yaitu 40.72% 
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dengan jumlah sebanyak 79 gerai, kemudian diikuti jenis waralaba 
minimarket Alfamart dengan persentase 33.51% dengan jumlah 
sebanyak 65 gerai, kemudian jenis waralaba minimarket Alfa Midi 
dengan persentase 13.40% dengan jumlah sebanyak 26 gerai, dan 
jenis waralaba minimarket Alfa Express dengan persentase 12.37% 
dengan jumlah 24 gerai. Untuk usaha waralaba minimarket jenis Circle 
K belum ada data yang diperoleh karena Circle K baru ada pada tahun 
2013. 
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan pedagang 
kelontong di sekitar minimarket : 







1. Toko Satria 23    
Kurangnya pembeli 




2. Toko Sumber 
Rejeki 
26    Barang-barang di 
toko tidak laku. 





4. Toko Nur 15    
















6. Toko 17 10    





tidak tersedia di 
toko kami. 
Tabel 2: Tanggapan responden toko kelontong terhadap keberadaan waralaba 
minimarket di Kota Makassar (Sumber data : hasil olah data primer, April 2013) 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan 
mewawancarai pedagang kelontong di sekitar minimarket tersebut 
mengaku tidak setuju dengan adanya minimarket. Dari hasil wawancara 
dengan pemilik Toko Satria (jln. Alauddin) menyatakan bahwa adanya 
minimarket memberi dampak pada toko yang dimilikinya dengan 
berkurangnya pembeli yang berbelanja di toko miliknya ditambah lagi 
minimarket yang sering memberikan diskon-diskon yang membuat 
pembeli malas berbelanja di toko miliknya karena harga yang dianggap 
mahal dibanding harga di minimarket. Demikian pula dengan pemilik 
Toko Nur (jln. A. Mappaodang) yang usahanya menjadi tidak laku 
sehingga harus membuka usaha lain agar dapat memenuhi kebutuhan 
hidup lainnya. 
Berbeda dengan pemilik Toko 17 (jln. Buludua) yang menyatakan 
bahwa ia tidak memiliki dampak dari adanya waralaba minimarket dan 
setuju dengan adanya waralaba minimarket tersebut. Karena adanya 
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waralaba minimarket dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak 
tersedia di toko miliknya. 
Dari hasil wawancara dengan pedagang kelontong atas 
keberadaan waralaba minimarket penulis memperoleh data sebagai 
berikut :  









Jumlah 30 100 % 
Tabel 3 : Tanggapan responden toko kelontong terhadap keberadaan waralaba 
minimarket di Kota Makassar. (Sumber data : hasil olah data sekunder) 
 
Keberadaan waralaba minimarket di Kota Makassar dirasakan 
sangat mengganggu dan memberikan dampak negatif bagi 
perekonomian pedagang kelontong yang terletak di sekitar minimarket. 
Hal ini dibuktikan dengan jarak antara pelaku usaha waralaba satu 
dengan yang lain saling berdekatan, berhadapan, bahkan saling 
berdampingan. Hal ini menyebabkan berkurangnya pelanggan yang 
berbelanja di toko kelontong sehingga omzet yang diperoleh pedagang 
kelontong menjadi berkurang dan barang dagangan menjadi tidak laku 





Berikut ini adalah tabel 4 dari hasil kuisioner dengan masyarakat 
konsumtif : 
No Pekerjaan 












2. Ibu Rumah 
Tangga 
      








3. Mahasiswa       
Lebih leluasa 
berbelanja karena 
sistem self service. 
4. Pegawai 
Swasta 












      
Minimarket lebih 
komplit dan bersih 
 
6. Mahasiswa       
Toko kelontong 
mudah dijangkau 










Tabel 4 : Tanggapan responden masyarakat konsumtif terhadap pilihan berbelanja 
antara toko kelontong dan minimarket. (Sumber data : hasil olah data primer, April 
2013) 
 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menyebarkan 
kuisioner kepada masyarakat konsumtif, kebanyakan masyarakat 
konsumtif menyetujui adanya waralaba minimarket. Misalnya saja 
Christin, seorang Ibu Rumah Tangga yang memilih berbelanja di 
minimarket karena pencarian barang di minimarket lebih mudah karena 
penempatan barangnya lebih rapi dan teratur dibanding toko kelontong. 
Lain halnya dengan Vincent, seorang pegawai swasta yang 
mengatakan ia setuju dengan adanya minimarket karena 
mempermudah masyarakat dalam berbelanja, tetapi juga tidak setuju 
dengan adanya minimarket karena dapat mematikan usaha menengah 
ke bawah.  
Berbeda dengan Rusman, seorang mahasiswa yang lebih 
memilih berbelanja di toko kelontong dikarenakan toko kelontong lebih 
mudah dijangkau walaupun barang yang diperjualbelikan kurang 
lengkap yang disebabkan oleh keterbatasan modal yang dimiliki 
pedagang kelontong. Akan tetapi Rusman menyetujui adanya 
minimarket karena tercipta lapangan kerja sehingga dapat mengurangi 
pengangguran yang ada di Kota Makassar, tetapi dengan tata kelola 
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yang bagus. Misalnya saja minimarket hanya boleh didirikan di jalan-
jalan besar dan tidak boleh memasuki wilayah perumahan atau 
menetapkan jarak minimum antara minimarket dan toko kelontong 
sehingga tetap ada ruang bagi toko-toko kecil lainnya agar tidak saling 
mempengaruhi satu sama lainnya. 
Dari hasil kuisioner penulis dengan masyarakat konsumtif atas 
keberadaan waralaba minimarket penulis memperoleh data sebagai 
berikut : 













Jumlah 30 100 % 
Tabel 5 : Tanggapan responden masyarakat konsumtif terhadap keberadaan 
waralaba minimarket di kota Makassar. (Sumber data : hasil olah data sekunder) 
 
Walaupun keberadaan waralaba minimarket di Kota Makassar 
memberikan dampak negatif bagi pedagang kelontong, tetapi 
keberadaan waralaba minimarket tersebut memberikan dampak positif 
bagi masyarakat konsumtif. Masyarakat konsumtif lebih senang 
berbelanja di minimarket dikarenakan barang yang disediakan oleh 
minimarket lebih lengkap dengan harga yang lebih murah dibanding 
toko kelontong. Adapun kenyamanan berupa tatanan barang yang rapi, 
pendingin ruangan, dan sistem pembayaran yang cepat yang diberikan 
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minimarket bagi masyarakat konsumtif sehingga masyarakat konsumtif 
lebih memilih berbelanja di minimarket dibanding toko kelontong. 
 
B. Perlindungan Terhadap Pedagang Kelontong atas Keberadaan 
Waralaba Minimarket di Kota Makassar 
Banyaknya waralaba minimarket merupakan suatu masalah yang 
menjadi pembicaraan dan perhatian segenap pihak yang memuncak 
pada tahun 2010 hingga 2011 dalam pembicaraan sehari-hari bahkan 
dalam media massa.  
Yang menjadi permasalahan waralaba minimarket sehingga 
menjadi pembicaraan yang sangat hangat saat itu adalah menyangkut 
kehidupan pasar tradisional dan pedagang kelontong. Selain itu, 
banyaknya waralaba minimarket yang muncul secara bersamaan serta 
jarak yang sangat dekat antara pelaku usaha waralaba minimarket 
tersebut dianggap sebagai “jamur” yang dapat merusak pemandangan 
kota saat itu. 
Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, waralaba minimarket 
dianggap memberi banyak keuntungan terutama bagi masyarakat 
konsumtif, karena dengan adanya waralaba minimarket tersebut 
masyarakat konsumtif dapat dengan mudah memilih barang yang 
diinginkan dari berbagai macam merek yang tersedia di minimarket dan 
tentunya dengan harga yang relatif murah dibanding toko kelontong 
maupun pasar tradisional. Dengan jadwal pelaksanaan 24 jam 
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dianggap memudahkan masyarakat konsumtif yang secara mendadak 
membutuhkan sesuatu yang mendesak. Selain itu, banyaknya waralaba 
minimarket memberikan kesempatan bagi masyarakat yang 
membutuhkan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi jumlah 
pengangguran yang ada.  
Akan tetapi adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
waralaba minimarket tersebut yakni mengurangi pendapatan pedagang 
kelontong, karena masyarakat konsumtif lebih senang berbelanja di 
minimarket dibanding toko kelontong.  
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala 
Seksi Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Makassar, Bapak Hari (diwawancara pada tanggal 3 Mei 2013) 
mengemukakan bahwa : 
“Belum ada upaya konkret dalam melindungi pedagang kelontong 
karena adanya perdagangan bebas sehingga diberikan kesempatan 
bagi semua pihak dalam berusaha. Akan tetapi telah ada rancangan 
peraturan daerah baru yang akan mengatur mengenai usaha waralaba 
secara spesifik berdasarkan acuan dari Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 
Tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Moderen.” 
 
Mengenai jadwal pelaksanaan yang melampaui batas kerja yakni 
24 jam, beliau mengemukakan bahwa : 
“Makassar sebagai kota metropolitan sehingga tidak membatasi 
jadwal pelaksanaan minimarket. Tetapi dengan adanya faktor sosial 
misalnya maraknya terjadi perampokan, maka secara tidak langsung 




Berdasarkan hasil wawancara khusus yang dilakukan penulis 
kepada beberapa pedagang kelontong dan masyarakat konsumtif akan 
pendapat mereka terhadap perlindungan yang sebaiknya diberikan oleh 
pemerintah atas keberadaan waralaba minimarket, beberapa 
diantaranya mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya mengatur jarak 
antara pelaku usaha waralaba minimarket satu dengan yang lainnya 
dan juga mengatur jarak dengan pedagang kelontong, sehingga 
memberikan kesempatan bagi pedagang kelontong mengembangkan 
usahanya. 
Selain itu, pemilik Toko Yabok (jln. Cendrawasih) mengatakan 
bahwa bentuk perlindungan yang sebaiknya diberikan pemerintah 
terhadap pedagang kelontong atas keberadaan waralaba minimarket 
adalah dengan cara menekan penyebarluasan minimarket sehingga 
dapat memberikan rasa aman kepada pedagang kelontong untuk 
mendapatkan penghasilan, dimana minimarket tidak perlu ditutup, 
tetapi dibatasi jumlah gerai dalam satu ruas jalan yang tidak lebih dari 
dua gerai minimarket yang serupa. 
Berbeda dengan pemilik Toko Tamara (jln. Tamalate) yang 
mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah tidak mengizinkan 
minimarket masuk dalam kompleks perumahan, karena dengan adanya 
minimarket yang masuk dalam kompleks perumahan maka secara 
otomatis pendapatan pedagang kelontong yang ada dalam kompleks 
perumahan tersebut berkurang drastis yang disebabkan pelanggan 
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atau dalam hal ini orang-orang yang tinggal dalam kompleks lebih 
memilih berbelanja di minimarket. 
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Moderen di Kota Makassar tidak mengatur secara spesifik jarak 
antara pelaku usaha waralaba minimarket dengan pasar tradisional dan 
pedagang kelontong. Hal inilah yang membuat pelaku usaha waralaba 
minimarket “menjamur” dengan jarak yang sangat dekat satu sama lain 
bahkan sangat dekat dengan pasar tradisional dan pedagang 
kelontong. 
Saat ini belum ada perlindungan khusus yang diberikan 
pemerintah kepada pedagang kelontong terhadap keberadaan 
waralaba minimarket di Kota Makassar, akan tetapi alangkah baiknya 
jika pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi pedagang 
kelontong, misalnya dengan memberi jarak bagi pelaku usaha waralaba 
minimarket yang satu dengan yang lain maupun dengan pedagang 
kelontong yang telah ada sebelum adanya waralaba minimarket 
tersebut dan mengatur jadwal pelaksanaan waralaba minimarket 
sehingga memberikan kesempatan bagi pedagang kelontong dan pasar 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Adanya waralaba minimarket di Kota Makassar memberi dampak 
positif bagi masyarakat konsumtif, karena masyarakat dapat memilih 
barang yang dibutuhkannya dari berbagai macam jenis yang telah 
disediakan oleh minimarket. Selain itu, masyarakat juga diberi 
pelayanan yang memuaskan oleh minimarket berupa pendingin 
udara, sistem pembayaran yang cepat dan dengan harga yang relatif 
lebih murah dibanding toko kelontong sehingga dianggap sangat 
memudahkan masyarakat dalam berbelanja memenuhi 
kebutuhannya.  
Berbeda halnya dengan toko kelontong yang menganggap 
keberadaan waralaba minimarket memberi dampak negatif. Dengan 
adanya waralaba minimarket pendapatan yang diperoleh oleh 
pedagang kelontong menjadi berkurang, hal ini disebabkan oleh 
pelanggan yang biasanya berbelanja di toko kelontong beralih ke 
minimarket karena menganggap barang yang dijual di toko kelontong 
sangat mahal dibanding minimarket. Selain itu, masyarakat 
konsumtif tidak dapat memilih barang dari berbagai macam jenis, 
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dikarenakan pedagang kelontong hanya menyediakan satu macam 
merek saja. 
2. Saat ini, Pemerintah Kota Makassar tidak memberikan perlindungan 
khusus bagi pedagang kelontong, karena adanya perdagangan 
bebas sehingga memberikan kesempatan bagi semua pihak dalam 
berusaha. Akan tetapi Pemerintah Kota Makassar telah membuat 
rancangan peraturan baru yang akan membatasi gerak dari waralaba 
minimarket  dengan mengatur jumlah gerai dan jarak antara pelaku 
usaha waralaba minimarket. Sehingga nantinya tidak akan ada lagi 
dampak negatif dari keberadaan waralaba minimarket terhadap 




1. Pemerintah Kota Makassar tidak dengan mudah memberikan izin 
bagi pelaku usaha waralaba minimarket agar waralaba minimarket 
tidak menjamur seperti sekarang ini dan segera merampungkan 
peraturan dengan mengatur jumlah dan jarak antar pelaku usaha 
waralaba minimarket sehingga memberikan peluang bagi pedagang 
kelontong untuk berusaha. 
2. Pedagang kelontong hendaknya menyediakan beberapa jenis 
barang kebutuhan masyarakat agar masyarakat konsumtif dapat 
memilih jenis barang yang diinginkan. 
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3. Masyarakat konsumtif hendaknya berbelanja di toko kelontong 
terdekat terlebih dahulu, apabila barang yang dibutuhkan tidak 
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